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01. GAMBARAN UMUM
Arsitektur SPBE Nasional

02. DOMAIN PROSES BISNIS

03. DOMAIN LAYANAN

04. DOMAIN 

DATA DAN INFORMASI



KERANGKA KERJA 
SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan Misi SPBE
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Penyelenggara SPBE Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Rencana dan Anggaran
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Domain Keamanan SPBE

Domain 
Aplikasi 

SPBE

Domain Layanan SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Informasi

Domain Proses 
Bisnis

PRINSIP

MANFAAT

Berbagi data dan informasi sesuai kebijakan Satu Data Indonesia

Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran SPBE, sehingga 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerapan SPBE

Menghilangkan tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan

Menerapkan standardisasi TIK dan standarisasi kualitas layanan

digital Nasional (Service Level Agreement)

Memudahkan integrasi layanan pemerintah, sehingga menumbuhkan-

kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru

Menghilangkan duplikasi aplikasi dan infrastruktur TIK, serta

memperkuat Keamanan Informasi

a. Efektivitas

b. Keterpaduan
c. Kesinambungan

d. Efisiensi

e. Akuntabilitas

f. Interoperabilitas

g. Keamanan
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OUTLINE DOMAIN PROSES BISNIS

Identifikasi DAB

Pemetaan DAB Terhadap RAB 

Identifikasi dan Validasi RAB 

Pemetaan Hubungan Proses Bisnis Lintas Instansi

Pengisian Metadata Arsitektur Proses Bisnis
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L1 L2 L3 L4 L5 Lx

A1 A2 A3 A4 A5 Ax

I1 I2 I3 I4 I5 Ix

D1 D2 D3 D4 D5 Dx

B1 B2 B3 B4 B5 Bx

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur Layanan SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Keamanan SPBE

Metadata Proses Bisnis

Metadata Data dan Informasi

Metadata Layanan SPBE

Metadata Aplikasi SPBE

Metadata Infrastruktur SPBE

Metadata Keamanan SPBE

Attribut Metadata

Atribut Metadata

Atribut Metadata

Atribut Metadata

Attribut Metadata

Attribut Metadata
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Arsitektur SPBE
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Pemodelan
hubungan antar
subtansi

arsitektur yang 
diwakili oleh 
metadata 
dalam
arsitektur SPBE
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Pengelompokan Berdasarkan Referensi Arsitektur yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE

Visi dan Misi 
Penyelenggaraan SPBE

• Peraturan dan 
perundang-undangan
• Kajian/referensi

teknologi TIK, dll

• RPJPN, RPJMN
• RPJMD/Renstra

• Katalog Data, Aset TIK
• Monitoring dan Evaluasi

• Audit TIK, dll
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ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Tata Kelola SPBE

M anajem en SPBE

Dom ain Keam anan SPBE

Dom ain 
Aplikasi 

SPBE

Dom ain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan M isi SPBE

Arsitektur SPBE

Domain 
Infrastruktur SPBE

Domain Data dan 
Inform asi

Dom ain Proses 
Bisnis Struktur Arsitektur Proses Bisnis

Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan)

Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan)

Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan)

Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)

SPBE Nasional

SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah



PROSES IDENTIFIKASI
DOMAIN PROSES BISNIS
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perundang-undangan

• Kajian/referensi

teknologi TIK, dll
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• RPJMD/Renstra

• Katalog Data, Aset TIK

• Monitoring dan 

Evaluasi

• Audit TIK, dll
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CONTOH IDENTIFIKASI
DOMAIN PROSES BISNIS KEMENTERIAN PANRB

RPJMN 
TUJUAN DAN SS KEMENPANRB 

No.
Sasaran Strategis/

Program Prioritas
Domain Proses Bisnis Uraian /Deskripsi Unit Kerja Pengampu

1. Terwujudnya

kelembagaan yang 

sederhana, 

responsif, adaptif dan 

kolaboratif serta

SPBE yang 

terintegrasi

Kelembagaan dan Tata 

Laksana

Deputi Bidang 

Kelembagaan dan Tata 

Laksana

2. Terwujudnya ASN 

yang profesional, 

berintegritas, efisien 

dan akuntabel

SDM Aparatur Deputi Bidang SDM 

Aparatur

3. Terwujudnya instansi 

pemerintah yang 

efektif, efisien dan 

akuntabel

Deputi Bidang

Kelembagaan dan Tata 

Laksana

4. Terwujudnya 

birokrasi yang bersih 

dan berintegritas 

Deputi Bidang RB, 

Akuntabilitas Aparatur, 

dan Pengawasan

5. Terwujudnya kualitas 

pelayanan publik 

yang prima 

Deputi Bidang Pelayanan

Publik

6. Peningkatan

efektivitas Reformasi 

Birokrasi Nasional 

Deputi Bidang RB, 

Akuntabilitas Aparatur, 

dan Pengawasan

Dst Dst Dst



Contoh Daftar Substansi Arsitektur Proses Bisnis, Hasil 

Penguaraian dari RPJMD 

Kesadaran

masyarakat;

Ketentraman; 

Konflik sosial.

Pembangunan 

kota; 

Kesetaraan

gender; 

Perempuan dan 

anak.

Kota tangguh

bencana

Domain Probis Uraian/Deskripsi

-Penyelenggaraan urusan pemerintahanan

bidang ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat (Satpol PP)

- Penyelenggaraan urusan pemerintahanan

bidang sosial (Dinas Sosial)

-Penyelenggaraan urusan pemerintahanan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

sub urusan bidang penataan bangunan dan 

lingkungannya, sub urusan bidang penataan

ruang (Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan 

Pertanahan)

- Penyelenggaraan urusan pemerintahanan

bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak (Dinas Pemberdayaan, 

Perlindungan Anak, dan Pengendalian

Penduduk)

Penyelenggaraan urusan pemerintahanan

bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat pada sub urusan

bidang bencana (Badan Penanggulangan

Bencana Daerah)

CONTOH IDENTIFIKASI
DOMAIN PROSES BISNIS PEMPROV DKI JAKARTA



Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan)

Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan)

Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan)

Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)

SPBE Nasional

SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah

Taksonomi Referensi

Struktur Referensi

RAB.01.01 - Pertahanan

RAB.01.02 - Urusan luar negeri

RAB.02.01 - Industri

RAB.02.02 - Perdagangan

RAB.02.03 - Pertanian 

RAB.02.04 - Perkebunan

RAB.02.05 - Peternakan

RAB.02.06 - Perikanan

RAB.02.07 - Badan usaha milik negara

RAB.02.08 - Investasi

RAB.02.09 - Koperasi

RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah

RAB.02.11 - Pariwisata

RAB.03.01 - Pekerjaan umum

RAB.03.02 - Transmigrasi

RAB.03.03 - Transportasi

RAB.03.04 - Perumahan

RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau 

daerah tertinggal

RAB.03.06 - Pertanahan

RAB.03.07 - Kependudukan

RAB.04.01 - Kesehatan

RAB.04.02 - Sosial

RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan

RAB.05.01 - Hukum

RAB.05.02 - Keamanan

RAB.05.03 - Hak asasi manusia

RAB.06.01 - Pendidikan

RAB.06.02 - Ketenagakerjaan

RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan

RAB.06.04 - Teknologi

RAB.06.05 - Pemuda

RAB.06.06 - Olahraga

RAB.07.01 - Pertambangan

RAB.07.02 - Energi

RAB.07.03 - Kehutanan

RAB.07.04 - Kelautan

RAB.07.05 - Lingkungan hidup

RAB.08.01 - Agama

RAB.08.02 - Kebudayaan

RAB.09.01 - Dalam negeri

RAB.09.02 - Keuangan

RAB.09.03 - Informasi

RAB.09.04 - Komunikasi

RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional

RAB.09.06 - Aparatur negara

RAB.09.07 - Kesekretariatan negara

RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri

RAB.02 - Ekonomi dan Industri

RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan

RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAB.08 - Budaya dan Agama

RAB.09 - Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

Tingkat 1 Tingkat 2 

02REFERENSI
ARSITEKTUR PROSES BISNIS



RAB.01.01 - Pertahanan

RAB.01.02 - Urusan luar negeri

RAB.02.01 - Industri

RAB.02.02 - Perdagangan

RAB.02.03 - Pertanian 

RAB.02.04 - Perkebunan

RAB.02.05 - Peternakan

RAB.02.06 - Perikanan

RAB.02.07 - Badan usaha milik negara

RAB.02.08 - Investasi

RAB.02.09 - Koperasi

RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah

RAB.02.11 - Pariwisata

RAB.03.01 - Pekerjaan umum

RAB.03.02 - Transmigrasi

RAB.03.03 - Transportasi

RAB.03.04 - Perumahan

RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau 

daerah tertinggal

RAB.03.06 - Pertanahan

RAB.03.07 - Kependudukan

RAB.04.01 - Kesehatan

RAB.04.02 - Sosial

RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan

RAB.05.01 - Hukum

RAB.05.02 - Keamanan

RAB.05.03 - Hak asasi manusia

RAB.06.01 - Pendidikan

RAB.06.02 - Ketenagakerjaan

RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan

RAB.06.04 - Teknologi

RAB.06.05 - Pemuda

RAB.06.06 - Olahraga

RAB.07.01 - Pertambangan

RAB.07.02 - Energi

RAB.07.03 - Kehutanan

RAB.07.04 - Kelautan

RAB.07.05 - Lingkungan hidup

RAB.08.01 - Agama

RAB.08.02 - Kebudayaan

RAB.09.01 - Dalam negeri

RAB.09.02 - Keuangan

RAB.09.03 - Informasi

RAB.09.04 - Komunikasi

RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional

RAB.09.06 - Aparatur negara

RAB.09.07 - Kesekretariatan negara

RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri

RAB.02 - Ekonomi dan Industri

RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan

RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAB.08 - Budaya dan Agama

RAB.09 - Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

Tingkat 1 Tingkat 2 

Tingkat 3 dan Tingkat 4 

dijabarkan oleh IPPD  

REFERENSI
ARSITEKTUR PROSES BISNIS

REFERENSI
ARSITEKTUR PROSES BISNIS



(Aparatur Negara)

(Kelembagaan dan Tata Laksana

Pemerintahan)

(Pengelolaan Ketatalaksanaan)

Pengelolaan Probis

CONTOH
ARSITEKTUR PROSES BISNIS



ILUSTRASI
PETA PROSES BISNIS NASIONAL (TINGKAT 1, TINGKAT 2, TINGKAT 

PETA TINGKAT 2 – URUSAN PEMERINTAHAN   

RAB.09 – PEMERINTAHAN UMUM

PRESIDEN

KEMENTERIAN

LEMBAGA

PEMDA

RAB.09.01

Dalam Negeri

RAB.09.02

Keuangan

Arahan

RAB.09.03

Informasi

RAB.09.04

Komunikasi

RAB.09.05

Perencanaan 

Pembangunan 

Nasional

RAB.09.06

Aparatur Negara

RAB.09.07

Kesekretariatan 

Negara

Kebijakan

Kebijakan

Kebijakan

PETA PROSES BISNIS NASIONAL   

TINGKAT 1 – SEKTOR PEMERINTAHAN

PROSES SUMBERDAYA 

RAB.02

Ekonomi dan 

Industri

RAB.03

Pembangunan 

Kewilayahan

RAB.04

Perlindungan Sosial 

dan Kesehatan

RAB.05

Ketertiban Umum 

dan Keselamatan

RAB.07

Lingkungan dan 

Sumber Daya Alam

RAB.08

Budaya dan Agama

RAB.09

Pemerintahan 

Umum

PRESIDEN

KEMENTERIAN

LEMBAGA

PEMDA

Arahan

Kebijakan

Kebijakan

Kebijakan

RAB.01

Pertahanan dan 

Luar Negeri

RAB.06

Pendidikan dan 

Tenaga Kerja

ILUSTRASI PETA PROSES BISNIS NASIONAL
(TINGKAT 1, TINGKAT 2, TINGKAT 3, DAN TINGKAT 4) 



PROSES
IDENTIFIKASI RAB DAN VALIDASI RAB



PETA PROSES BISNIS KEMENPANRB AS IS

PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(KEPMENPANRB NOMOR 12/2020)



PETA PROSES BISNIS 

KEMENPANRB AS IS

PAN-01 

PAN-02 

PAN-03

PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(KEPMENPANRB NOMOR 12/2020)



PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(KEPMENPANRB NOMOR 12/2020)

PETA PROSES BISNIS 

KEMENPANRB AS IS



PROSES BISNIS KEMENPANRB TO BE PROSES BISNIS KEMENPANRB AS IS

Dalam melakukan Identifikasi dan Validasi RAB, IPPD diperlukan untuk mereview

kemabali Proses Binsnis yang dimiliki. Dan apabila Proses Bisnis yang dimiliki IPPD 

belum sesuai, maka diperlukan Revisi Proses Bisnis.

REVISI PETA PROSES BISNIS 
KEMENTERIAN PANRB



PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(USULAN PERUBAHAN)

PETA PROSES BISNIS 

KEMENPANRB TO BE



PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(USULAN PERUBAHAN)



PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(USULAN PERUBAHAN)
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K
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P
A

N
R

B
D

A
ER

A
H

Melakukan 
perumusan kebijakan 
tentang Penyusunan 

Proses Bisnis 

Melakukan 
sosialisasi 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan pemantauan dan 
evaluasi terkait penyusunan 

Proses Bisnis dengan 
memperhatikan Arsitektur 

Proses Bisnis, JDIH, Renstra, 
Regulasi terkait

Memberikan 
masukan dan 

tanggapan terkait 
Proses Bisnis K/L/D

Melakukan  
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan  
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melaporkan 
Proses Bisnis 

Daerah yang telah 
disusun  

Melaporkan 
Proses Bisnis K/L 

yang telah disusun 

x

x

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Pengesahan dan 
melaporkan ke 
KemenPANRB 

Yes

No

Updating Dokumen 
Proses Bisnis yang 

sudah di sahkan pada  
aplikasi JDIH 

Menyetujui dan 
mengeluarkan 

rekomendasi / daftar 
instansi yang memiliki 

Probis terkait 

x

Perlu perbaikan 

Tidak perlu perbaikan 

Menyampaikan 
hasil tindak lanjut 

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Pengesahan dan 
melaporkan ke 
KemenPANRB 

x

1. Pengelolaan Proses Bisnis

2. Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP K/L/D
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N
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K
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EN

P
A

N
R

B
D

A
ER

A
H

Melakukan 
perumusan kebijakan 
tentang Penyusunan 

Proses Bisnis 

Melakukan 
sosialisasi 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan pemantauan dan 
evaluasi terkait penyusunan 

Proses Bisnis dengan 
memperhatikan Arsitektur 

Proses Bisnis, JDIH, Renstra, 
Regulasi terkait

Memberikan 
masukan dan 

tanggapan terkait 
Proses Bisnis K/L/D

Melakukan  
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan  
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melaporkan 
Proses Bisnis 

Daerah yang telah 
disusun  

Melaporkan 
Proses Bisnis K/L 

yang telah disusun 

x

x

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Pengesahan dan 
melaporkan ke 
KemenPANRB 

Yes

No

Updating Dokumen 
Proses Bisnis yang 

sudah di sahkan pada  
aplikasi JDIH 

Menyetujui dan 
mengeluarkan 

rekomendasi / daftar 
instansi yang memiliki 

Probis terkait 

x

Perlu perbaikan 

Tidak perlu perbaikan 

Menyampaikan 
hasil tindak lanjut 

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Pengesahan dan 
melaporkan ke 
KemenPANRB 

x

PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

(USULAN PERUBAHAN)



PROSES BISNIS KEMENPANRB TO BE PROSES BISNIS KEMENPANRB AS IS

PAN-01 Perumusan Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

RB

PAN-02 Koordninasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan

Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB 

PAN-03  Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

RB 

PAN-01  Kelembagaan dan Tata Laksana Pemrintahan

PAN-02 SDM Aparatur

PAN-03 Pengelolaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan 

Pengawasan

PAN-04 Pelayanan Publik 

REVISI PETA PROSES BISNIS 
KEMENTERIAN PANRB



P
E

N
G

E
L
O

L
A

A
N

 P
R

O
S

E
S

 B
IS

N
IS

 T
IN

G
K

A
T

 N
A

S
IO

N
A

L
 

K
/
L
 

K
E

M
E

N
P

A
N

R
B

D
A

E
R

A
H

Melakukan 
perumusan kebijakan 
tentang Penyusunan 

Proses Bisnis 

Melakukan 
sosialisasi 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan pemantauan dan 
evaluasi terkait penyusunan 

Proses Bisnis dengan 
memperhatikan Arsitektur 

Proses Bisnis, JDIH, Renstra, 
Regulasi terkait

Memberikan 
masukan dan 

tanggapan terkait 
Proses Bisnis K/L/D

Melakukan  
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan  
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melaporkan 
Proses Bisnis 

Daerah yang telah 
disusun  

Melaporkan 
Proses Bisnis K/L 

yang telah disusun 

x

x

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Pengesahan dan 
melaporkan ke 
KemenPANRB 

Yes

No

Updating Dokumen 
Proses Bisnis yang 

sudah di sahkan pada  
aplikasi JDIH 

Menyetujui dan 
mengeluarkan 

rekomendasi / daftar 
instansi yang memiliki 

Probis terkait 

x

Perlu perbaikan 

Tidak perlu perbaikan 

Menyampaikan 
hasil tindak lanjut 

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Pengesahan dan 
melaporkan ke 
KemenPANRB 

x

ALUR PENGELOLAAN PROBIS AS IS

Perbandingan antara Level n Proses Bisnis KemenPANRB

dalam Pengelolaan Proses Bisnis

ALUR PENGELOLAAN PROBIS TO BE

AS IS VS TO BE 



RAB.01.01 - Pertahanan

RAB.01.02 - Urusan luar negeri

RAB.02.01 - Industri

RAB.02.02 - Perdagangan

RAB.02.03 - Pertanian 

RAB.02.04 - Perkebunan

RAB.02.05 - Peternakan

RAB.02.06 - Perikanan

RAB.02.07 - Badan usaha milik negara

RAB.02.08 - Investasi

RAB.02.09 - Koperasi

RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah

RAB.02.11 - Pariwisata

RAB.03.01 - Pekerjaan umum

RAB.03.02 - Transmigrasi

RAB.03.03 - Transportasi

RAB.03.04 - Perumahan

RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau 

daerah tertinggal

RAB.03.06 - Pertanahan

RAB.03.07 - Kependudukan

RAB.04.01 - Kesehatan

RAB.04.02 - Sosial

RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan

RAB.05.01 - Hukum

RAB.05.02 - Keamanan

RAB.05.03 - Hak asasi manusia

RAB.06.01 - Pendidikan

RAB.06.02 - Ketenagakerjaan

RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan

RAB.06.04 - Teknologi

RAB.06.05 - Pemuda

RAB.06.06 - Olahraga

RAB.07.01 - Pertambangan

RAB.07.02 - Energi

RAB.07.03 - Kehutanan

RAB.07.04 - Kelautan

RAB.07.05 - Lingkungan hidup

RAB.08.01 - Agama

RAB.08.02 - Kebudayaan

RAB.09.01 - Dalam negeri

RAB.09.02 - Keuangan

RAB.09.03 - Informasi

RAB.09.04 - Komunikasi

RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional

RAB.09.06 - Aparatur negara

RAB.09.07 - Kesekretariatan negara

RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri

RAB.02 - Ekonomi dan Industri

RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan

RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAB.08 - Budaya dan Agama

RAB.09 - Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

Tingkat 1 Tingkat 2 

RAB.09.06.01 Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan

Tingkat 3  

RAB.09.06.02 SDM Aparatur

RAB.09.06.03 Pengelolaan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan

RAB.09.06.04 Pelayanan Publik 

Tingkat 4  

RAB.09.06.01.01 Pengelolaan Kelembagaan

RAB.09.06.01.02 Pengelolaan Ketatalaksanaan (Probis)  

RAB.09.06.01.03 Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE)

RAB.09.06.02.01 Pengelolaan Sumber Daya Aparatur dan Manajemen ASN 

RAB.09.06.02.02 Pengelolaan Standarisasi Jabatan, Kompetensi, dan Kelas

Jabatan SDM Aparatur

RAB.09.06.02.03 Perencanaan, Pengadaan, dan Pengembangan Sistem

Rekrutmen dan Seleksi Sumber Daya Manusia Aparatur

RAB.09.06.02.04 Manajemen karier, pemetaan dan pengembangan talenta, 

serta penilaian dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur

RAB.09.06.02.05 Manajemen kinerja, kesejahteraan (gaji, tunjangan, fasilitas) 

dan pengembangan kesejahteraan, pensiun serta perlindungan sumber daya

manusia aparatur

RAB.09.06.02.06 Integritas,  evaluasi sistem merit, serta analisis dan 

sinkronisasi data  dan informasi sumber daya manusia aparatur lainnya

CONTOH REFERENSI 
ARSITEKTUR PROSES BISNIS



SUPPLIER INPUT OUTPUT CUSTOMERPROSES

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OPD

Permintaan laporan

PROSES MANAJERIAL

PROSES PENDUKUNG

DKI-01. PENGELOLAAN RENCANA 
DAN KINERJA

DKI-02.PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN INTERNAL

DKI-03. PENGELOLAAN HUKUM DAN 
PERUNDANG-UNDANGAN

DKI-13. PENGELOLAAN SUMBER 
DAYA MANUSIA APARATUR

DKI-12. PENGELOLAAN 
ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA

DKI-11. PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH

SUPPLIER INPUT OUTPUTPROSES

MASYARAKAT

LEMBAGA 
SWADAYA 

MASYARAKAT

ORGANISASI 
MASYARAKAT

ORGANISASI 
POLITIK

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OPD

MASYARAKAT

LEMBAGA 
SWADAYA 

MASYARAKAT

ORGANISASI 
MASYARAKAT

ORGANISASI 
POLITIK

Kemudahan layanan publik

Kebutuhan 
pedoman/juknis

Permintaan 
pedoman

Pedoman/
juknis

Laporan

DKI-15. PENGELOLAAN 
KOMUNIKASI KEPALA DAERAH 

DAN KEPROTOKOLAN

DKI-16. PENGELOLAAN BARANG 
DAN JASA

Permintaan 
pedoman

Permintaan 
pedoman

Layanan 
prima

Layanan 
prima

Layanan 
prima

Layanan 
prima

DKI-14. PENGELOLAAN 
TEKNOLOGI, INFORMASI DAN 

KOMUNIKASI

PROSES UTAMA

DKI-04. PENGELOLAAN 
KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

DKI-05. PENINGKATAN 

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DKI-06. PEMBANGUNAN EKONOMI 

DAN INDUSTRI KREATIF

DKI-07. PENGELOLAAN 

INFRASTRUKTUR

DKI-08. PENGELOLAAN DAN 
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN 

HIDUP
DKI-09. PELESTARIAN BUDAYA

DKI-10. MANAJEMEN BENCANA

stabilitas

layanan publik

dunia usaha dunia industri

Stabilitas, kesatuan bangsa

kota hijau

daya beli

sarana dan prasarana

kesempatan kerja

pertumbuhan ekonomi

literasi bencana
sadar bencana

stabilitas

PETA PROSES BISNIS
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PETA PROSES BISNIS 

PEMPROV DKI AS IS



Entitas Proses Bisnis RAB Tingkat 2 Usulan RAB Tingkat 3 Usulan RAB Tingkat 4

Kesadaran Masyarakat RAB.05.02 keamanan RAB.05.02.02 pengayoman

masyarakat

Ketentraman RAB.05.02 keamanan RAB.05.02.01 ketentraman, 

ketertiban umum

Konflik Sosial RAB.04.02 Sosial RAB.04.02.01 Konflik Sosial

Pembangunan Kota RAB.03.04 perumahan RAB.03.04.01 Pembangunan 

kota dan kawasan

Kesetaraan gender RAB.04.03 pemberdayaan

perempuan

RAB.04.03.03 kesetaraan

gender

Perempuan dan Anak RAB.04.03 pemberdayaan

perempuan

RAB.04.03.02 pemberdayaan

perempuan

Tangguh Bencana RAB.04.02 Sosial RAB.04.02.06 

penanggulangan bencana

Dst Dst Dst Dst

TO BE

CONTOH IDENTIFIKASI DAN VALIDASI RAB
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



Setelah melakukan identifikasi dan validasi RAB, IPPD

dapat memetakan proses bisnis yang dilakukan

berdasarkan usulan RAB tersebut.

03
PEMETAAN DAB TERHADAP RAB



DAB Uraian / Deskripsi RAB Tingkat 2 Usulan Kode RAB Tingkat 3

Kesadaran Masyarakat Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat (Satpol PP)

RAB.05.02 keamanan RAB.05.02.02 pengayoman masyarakat

Ketentraman RAB.05.02 keamanan RAB.05.02.01 ketentraman, ketertiban

umum

Konflik Sosial Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang sosial

(Dinas Sosial)

RAB.04.02 Sosial RAB.04.02.01 Konflik Sosial

Pembangunan Kota Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan

bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub 

urusan bidang penataan ruang (Dinas Cipta Karya, 

Tata Ruang, dan Pertanahan)

RAB.03.04 perumahan RAB.03.04.01 Pembangunan kota dan 

kawasan

Kesetaraan gender Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

(Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan 

Pengendalian Penduduk)

RAB.04.03 pemberdayaan perempuan RAB.04.03.03 kesetaraan gender

Perempuan dan Anak RAB.04.03 pemberdayaan perempuan RAB.04.03.02 pemberdayaan

perempuan

Tangguh Bencana Penyelenggaraan urusan pemerintahanan bidang

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat pada sub urusan bidang bencana (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah)

RAB.04.02 Sosial RAB.04.02.06 penanggulangan bencana

Dst Dst Dst Dst

CONTOH PEMETAAN DAB TERHADAP RAB
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



ID Proses 

Bisnis
Unit Kerja Nama Subtansi Probis

RAB Level 1 

Nasional
RAB Level 2 RAB Level 3 RAB Level 4

ID Dpmain

Proses 

Bisnis

Nama Bisnis/Urusan Uraian Bisnis/Urusan Unit Kerja
Kode Model 

Referensi
ID metadata terkait

ID Domain Proses 

Bisnis
Nama Bisnis/Urusan

Uraian

Bisnis/Urusan
Unit Kerja

Kode 

Model 

Referensi

ID metadata 

terkait

DAB-PAN-01.01 Pengelolaan Kelembagaan Deputi II, As.Dep.I,II,III,IV&V

DAB-PAN-01.02
Pengelolaan Ketatalaksanaan 

(Probis)
Deputi II, As.Dep.I,II,III,IV&V

DAB-PAN-01.03
Pengelolaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronilk (SPBE) 
Deputi II, As.Dep.II

DAB-PAN-02.01

Peneglolaan Sumber Daya Apatur

dan Manjemen Aparatur Sipil

Negera

Deputi III, As.Dep.I

DAB-PAN-02.02

Pengelolaan Standardisasi Jabatan, 

Kompetensi, dan Kelas Jabatan 

Sumber Daya Manusia Aparatur

Deputi III, As.Dep.IV

DAB-PAN-02.03

Perencanaan, Pengadaan, dan 

Pengembangan Sistem Rekrutmen

dan Seleksi Sumber Daya Manusia

Aparatur

Deputi III, As.Dep.IV

DAB-PAN-02.04

Manajemen karier, pemetaan dan 

pengembangan talenta, serta 

penilaian dan pengembangan 

kompetensi sumber daya manusia 

aparatur

Deputi III, As.Dep.II

DAB-PAN-02.05

Manajemen kinerja, kesejahteraan 

(gaji, tunjangan, fasilitas) dan 

pengembangan kesejahteraan, 

pensiun serta perlindungan sumber 

daya manusia aparatur

Deputi III, As.Dep.III

04

METADATA 
ARSITEKTUR PROSES BISNIS



ID Proses 

Bisnis
Unit Kerja Nama Subtansi Probis

RAB Level 1 

Nasional
RAB Level 2 RAB Level 3 RAB Level 4

ID Dpmain

Proses 

Bisnis

Nama Bisnis/Urusan Uraian Bisnis/Urusan Unit Kerja
Kode Model 

Referensi
ID metadata terkait

DKI.01 Satpol PP Kesadaran Masyarakat RAB.05 Ketertiban

Umum dan 

Keselamatan

RAB.05.02 

keamanan

RAB.05.02.02 

pengayoman

masyarakat

DKI.01 Kesadaran Masyarakat Satpol PP

DKI.02 Satpol PP Ketentraman RAB.05 Ketertiban

Umum dan 

Keselamatan

RAB.05.02 

keamanan

RAB.05.02.01 

ketentraman, 

ketertiban

umum

DKI.02 Ketentraman Satpol PP

DKI.03 Dinas Sosial Konflik Sosial RAB.04 Perlindungan

Sosial dan Kesehatan
RAB.04.02 Sosial RAB.04.02.01 

Konflik Sosial

DKI.03 Konflik Sosial Dinas Sosial

Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst

ID Domain Proses 

Bisnis
Nama Bisnis/Urusan

Uraian

Bisnis/Urusan
Unit Kerja

Kode 

Model 

Referensi

ID metadata 

terkait

DAB-PAN-01.01 Pengelolaan Kelembagaan Deputi II, As.Dep.I,II,III,IV&V

DAB-PAN-01.02
Pengelolaan Ketatalaksanaan 

(Probis)
Deputi II, As.Dep.I,II,III,IV&V

DAB-PAN-01.03
Pengelolaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronilk (SPBE) 
Deputi II, As.Dep.II

DAB-PAN-02.01

Peneglolaan Sumber Daya Apatur

dan Manjemen Aparatur Sipil

Negera

Deputi III, As.Dep.I

DAB-PAN-02.02

Pengelolaan Standardisasi Jabatan, 

Kompetensi, dan Kelas Jabatan 

Sumber Daya Manusia Aparatur

Deputi III, As.Dep.IV

DAB-PAN-02.03

Perencanaan, Pengadaan, dan 

Pengembangan Sistem Rekrutmen

dan Seleksi Sumber Daya Manusia

Aparatur

Deputi III, As.Dep.IV

DAB-PAN-02.04

Manajemen karier, pemetaan dan 

pengembangan talenta, serta 

penilaian dan pengembangan 

kompetensi sumber daya manusia 

aparatur

Deputi III, As.Dep.II

DAB-PAN-02.05

Manajemen kinerja, kesejahteraan 

(gaji, tunjangan, fasilitas) dan 

pengembangan kesejahteraan, 

pensiun serta perlindungan sumber 

daya manusia aparatur

Deputi III, As.Dep.III

KEMENPANRB

PEMPROV DKI JAKARTA

CONTOH METADATA 
ARSITEKTUR PROSES BISNIS



RAB.01.01 - Pertahanan

RAB.01.02 - Hubungan luar negeri

RAB.02.01 - Industri

RAB.02.02 - Perdagangan

RAB.02.03 - Pertanian 

RAB.02.04 - Perkebunan

RAB.02.05 - Peternakan

RAB.02.06 - Perikanan

RAB.02.07 - Badan usaha milik negara

RAB.02.08 - Investasi

RAB.02.09 - Koperasi

RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah

RAB.02.11 - Pariwisata

RAB.03.01 - Pekerjaan umum

RAB.03.02 - Transmigrasi

RAB.03.03 - Transportasi

RAB.03.04 - Perumahan

RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau 

daerah tertinggal

RAB.03.06 - Pertanahan

RAB.03.07 - Kependudukan

RAB.04.01 - Kesehatan

RAB.04.02 - Sosial

RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan

RAB.05.01 - Hukum

RAB.05.02 - Keamanan

RAB.05.03 - Hak asasi manusia

RAB.06.01 - Pendidikan

RAB.06.02 - Ketenagakerjaan

RAB.06.03 - Ilmu pengetahuan dan teknologi

RAB.06.04 - Pemuda

RAB.06.05 - Olahraga

RAB.07.01 - Pertambangan

RAB.07.02 - Energi

RAB.07.03 - Kehutanan

RAB.07.04 - Kelautan

RAB.07.05 - Lingkungan hidup

RAB.08.01 - Agama

RAB.08.02 - Kebudayaan

RAB.09.01 - Dalam negeri

RAB.09.02 - Keuangan

RAB.09.03 - Informasi

RAB.09.04 - Komunikasi

RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional

RAB.09.06 - Aparatur negara

RAB.09.07 - Kesekretariatan negara

RAB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri

RAB.02 - Ekonomi dan Industri

RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan

RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RAB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan

RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAB.08 - Budaya dan Agama

RAB.09 - Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan Fungsi Pemerintahan Sub Fungsi Pemerintahan

Pemerintah Daerah

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung N

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama N

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama B

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung B

Pemerintah Pusat 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung N

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama N

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama B

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung B

Pemerintah Pusat 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung N

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama N

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama B

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung B

Pem
b

in
aan

Koordinasi
Pe

m
b

in
aan

Pem
binaan

Koordinasi

05PEMETAAN HUBUNGAN 
PROSES BISNIS LINTAS INSTANSI
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Memberikan instruksi 
penyusunan Proses Bisnis 

Pemprov DKI 

Menindaklanjuti dengan 
melaksanakan penyiapan 

dan perencanaan 
penyusunan peta proses 

bisnis 

Melaksanakan pengumpulan 
informasi untuk penyusunan 

peta proses bisnis Pemprov DKI

Referensi: 
Permenpan RB No. 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis  

Memberikan masukan terkait 
proses bisnis 

Menelaah hubungan logis antara 
pernyataan, fakta atau data dan 

informasi yang diperoleh dan 
mengklasifikasikan dan 

merumuskan proses

Melaksanakan pembahasan 
untuk identifikasi peta proses 

dan menghasilkan kesepakatan 
bersama

Melaksanakan pembahasan 
untuk identifikasi peta proses 

dan menghasilkan kesepakatan 
bersama

Melaksanakan identifikasi untuk 
Peta Sub-Proses, Peta Relasi dan 

Peta Lintas Fungsi

Melaksanakan konfirmasi 
terhadap Peta Sub-Proses, Peta 

Relasi dan Peta Lintas Fungsi

Memberikan masukan terkait 
Peta Sub-Proses, Peta Relasi dan 

Peta Lintas Fungsi

Penyempurnaan penyusunan 
Proses Bisnis dan mengajukan ke 

AsIsten Pemerintahan

Menerima dan meriview 
dokumen Proses Bisnis 

Pemprov DKI

+ + + + Revisi 

Menyetujui dan 
memberikan persetujuan 

Menerima dan mereview 
draft Proses Bisnis

Mengesahkan Proses 
Bisnis Pemprov DKI 

Menerbitkan Proses 
Pemprov DKI dan 

memberikan tembusan 
dokumen Probis ke 

KemenPANRB

Setuju Revisi

Setuju

Memvalidasi Probis 
Pemprov DKI dengan 
memperhatikan RAB, 
JDIH, RPJMD, Regulasi 

terkait lainnya

Melakukan validasi Probis 
Pemprov DKI di 
KemenpanRB

Setuju

Melakukan refisi 
Probis Pemprov DKI 
sesuai hasil validasi

Revisi

Updating dokumen Probis 
yang sudah disahkan pada 

aplikasi JDIH
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+

+

+
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Melakukan 
perumusan kebijakan 
tentang Penyusunan 

Proses Bisnis 

Melakukan 
sosialisasi 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan pemantauan dan 
evaluasi terkait penyusunan 

Proses Bisnis dengan 
memperhatikan Arsitektur 

Proses Bisnis, JDIH, Renstra, 
Regulasi terkait

Memberikan 
masukan dan 

tanggapan terkait 
Proses Bisnis K/L/D

Melakukan  
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan 
koordinasi dan 

sinkronisasi terkait 
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melakukan  
penyusunan 
Proses Bisnis 

Melaporkan 
Proses Bisnis 

Daerah yang telah 
disusun  

Melaporkan 
Proses Bisnis K/L 

yang telah disusun 

x

x

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Pengesahan dan 
melaporkan ke 
KemenPANRB 

Yes

No

Updating Dokumen 
Proses Bisnis yang 

sudah di sahkan pada  
aplikasi JDIH 

Menyetujui dan 
mengeluarkan 

rekomendasi / daftar 
instansi yang memiliki 

Probis terkait 

x

Perlu perbaikan 

Tidak perlu perbaikan 

Menyampaikan 
hasil tindak lanjut 

Menindaklanjuti 
hasil evaluasi 

KemenPAN RB

Pengesahan dan 
melaporkan ke 
KemenPANRB 

x

Alur Proses Pengelolaan Proses Bisnis Tingkat Nasional

Alur Proses Pengelolaan Proses Bisnis Tingkat Daerah

Alur Koordinasi

CONTOH PEMETAAN HUBUNGAN
PROSES BISNIS LINTAS INSTANSI



Domain 
Layanan



Referensi Arsitektur

Proses Bisnis

Referensi Arsitektur

Layanan

Referensi Arsitektur

Data dan Informasi

Referensi Arsitektur

Aplikasi

Referensi Arsitektur

Keamanan

Domain Arsitektur

Proses Bisnis

Domain Arsitektur

Data dan Informasi

Domain Arsitektur

Layanan

Domain Arsitektur

Aplikasi

Domain Arsitektur

Infrastruktur

Domain Arsitektur

Keamanan

Referensi Arsitektur

Infrastruktur

Identifikasi layanan digital terintegrasi Dukungan TIK Terintegrasi

This Photo by Unknown Author is licensed under 

CC BY-NC

POSISI DOMAIN LAYANAN
DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE

http://www.pngall.com/checklist-png/download/45668
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K1 K2 K3 K4 K5 Kx

L1 L2 L3 L4 L5 Lx

A1 A2 A3 A4 A5 Ax

I1 I2 I3 I4 I5 Ix

D1 D2 D3 D4 D5 Dx

B1 B2 B3 B4 B5 Bx

Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur Layanan SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Keamanan SPBE

Metadata Proses Bisnis

Metadata Data dan Informasi

Metadata Layanan SPBE

Metadata Aplikasi SPBE

Metadata Infrastruktur SPBE

Metadata Keamanan SPBE

Attribut Metadata

Atribut Metadata

Atribut Metadata

Atribut Metadata

Attribut Metadata

Attribut Metadata

Metamodel 
Arsitektur SPBE
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Pemodelan
hubungan antar
subtansi

arsitektur yang 
diwakili oleh 
metadata 
dalam
arsitektur SPBE

K?L?

A?

I?

D?

Identifikasi SPBE
IPPD
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B?
B?

Pengelompokan Berdasarkan Referensi Arsitektur yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE

Visi dan Misi 
Penyelenggaraan SPBE

• Peraturan dan 
perundang-undangan
• Kajian/referensi

teknologi TIK, dll

• RPJPN, RPJMN
• RPJMD/Renstra

• Katalog Data, Aset TIK
• Monitoring dan Evaluasi

• Audit TIK, dll

1

2

3

KONSEP PENYUSUNAN
ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

01



Identifikasi DAL

Pemetaan DAL Terhadap RAL 

Identifikasi dan Validasi RAL 

Pemetaan Tematik Layanan SPBE Lintas Instansi

Pengisian Metadata Arsitektur Layanan SPBE

OUTLINE DOMAIN LAYANAN



SPBE mengelompokan Layanan menjadi dua kelompok besar, yaitu Layanan Publik (untuk

G2C dan G2B) dan Layanan Administrasi Pemerintahan (untuk G2E dan G2G).

Fungsi Pemerintahan Sub Fungsi Pemerintahan

Pemerintah Daerah

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung N

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama N

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama B

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung B

Pemerintah Pusat 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung N

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama N

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama B

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung B

Pemerintah Pusat 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung N

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama N

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama B

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung B

Pem
b

in
aan

Koordinasi
Pem

b
in

aan

Pem
binaan

Koordinasi

Kategori Layanan Sub Kategori Layanan

Pemerintah Daerah

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung N

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama N

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama B

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung B

Pemerintah Pusat 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung N

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 01

RAD.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama N

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama B

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung B

Pemerintah Pusat 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung N

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama N

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama B

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung B

Proses bisnis lintas 
sektor untuk 

identifikasi tematik 
layanan

Arsitektur Proses Bisnis pada IPPD Arsitektur Layanan SPBE pada IPPD

IDENTIFIKASI DAL
01



Contoh Daftar Substansi Arsitektur Layanan SPBE, Hasil 

Penguaraian dari RPJMD 

Layanan

rehabilitasi

sosial;

Layanan Izin 

Pendirian 

Panti Sosial 

Domain Layanan Uraian/Deskripsi

- Penyelenggaraan urusan pemerintahanan

bidang sosial (Dinas Sosial)

- Penyelenggaraan urusan pemerintahanan

bidang penanaman modal dan 

penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 

non perizinan (Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

CONTOH IDENTIFIKASI DOMAIN LAYANAN SPBE
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



STRUKTUR REFERENSI 

LAYANAN 

IDENTIFIKASI DAN VALIDASI RAL
02



Entitas Layanan RAL Tingkat 2 Usulan RAB Tingkat 3 Usulan RAB Tingkat 4

RAL 02. Layanan

Administrasi

Pemerintahan

RAL 02.04. Aparatur Negara RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian

RAL.02.04.02 Pembinaan Jabatan Fungsional

RAL.02.04.03 Pendidikan dan Pelatihan Keahlian

RAL.02.04.04 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

RAL.02.04.05 Penetapan Akreditasi Lembaga 

Pendidikan dan Pelatihan

RAL.02.04.06 Pengkajian

Manajemen ASN 

RAL.02.04.07 Tata Kelola dan Tata Laksana

Organisasi

RAL.02.04.07.01 Sistem Pengeloaan

Proses Bisnis Pemerintahan

RAL.02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik

RAL.02.04.09 Manajemen Reformasi Birokrasi

RAL.02.04.10 Pemetaan Potensi PNS 

CONTOH IDENTIFIKASI DAN VALIDASI RAL
KEMENTERIAN PANRB



Entitas Layanan RAL Tingkat 2 Usulan RAL Tingkat 3 Usulan RAL Tingkat 4

Layanan rehabilitasi sosial RAL.01.26 Sosial RAL 01.26.03 Rehabilitasi

Sosial

Layanan Izin Pendirian 

Panti Sosial 

RAL.01.26 Sosial RAL 01.26.04 Perizinan

pendirian panti sosial

Dst Dst Dst Dst

TO BE

CONTOH IDENTIFIKASI DAN VALIDASI RAL
PEMPROV DKI JAKARTA



Referensi Arsitektur Layanan

Tingkat 1 (Domain Layanan)

Tingkat 2 (Area Layanan)

Tingkat 3 (Kategori Layanan)

Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan)

SPBE Nasional

SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah

Taksonomi Referensi

Struktur Referensi

RAL.01 - Layanan Publik

RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan

Domain Layanan Area Layanan

RAL.02.01 - Dalam negeri

RAL.02.02 - Keuangan

RAL.09.03 - Perencanaan pembangunan nasional

RAL.09.04 - Aparatur negara

RAL.09.05 - Kesekretariatan negara

RAL.09.06 - Dukungan operasional organisasi

RAL.09.07 - Akuntabilitas kinerja

RAL.09.08 - Organisasi dan tata kelola

RAL.09.09 - Data dan informasi pemerintah

RAL.01.01 - Pertahanan

RAL.01.02 - Urusan luar negeri

RAL.01.03 - Kenegaraan

RAL.01.04 - Ekonomi

RAL.01.05 - Industri

RAL.01.06 - Perdagangan

RAL.01.07 - Pertanian

RAL.01.08 - Perkebunan

RAL.01.09 - Peternakan

RAL.01.10 - Perikanan

RAL.01.11 - Badan usaha milik negara

RAL.01.12 - Investasi

RAL.01.13 - Koperasi

RAL.01.14 - Usaha kecil dan menengah

RAL.01.15 - Pariwisata

RAL.01.16 - Perizinan dan akreditasi

RAL.01.17 - Pekerjaan umum

RAL.01.18 - Transmigrasi

RAL.01.19 - Transportasi

RAL.01.20 - Perumahan

RAL.01.21 - Pembangunan kawasan 

atau daerah tertinggal

RAL.01.22 - Pertanahan

RAL.01.23 - Kependudukan

RAL.01.24 - Pemerintah daerah

RAL.01.25 - Kesehatan

RAL.01.26 - Sosial

RAL.01.27 - Pemberdayaan perempuan

RAL.01.28 - Hukum

RAL.01.29 - Keamanan

RAL.01.30 - Hak asasi manusia

RAL.01.31 - Pendidikan

RAL.01.32 - Ketenagakerjaan

RAL.01.33 - Ilmu pengetahuan

RAL.01.34 - Teknologi

RAL.01.35 - Pemuda

RAL.01.36 - Olahraga

RAL.01.37 - Pertambangan

RAL.01.38 - Energi

RAL.01.39 - Kehutanan

RAL.01.40 - Kelautan

RAL.01.41 - Lingkungan hidup

RAL.01.42 - Agama

RAL.01.43 - Kebudayaan

RAL.01.44 - Informasi

RAL.01.45 - Komunikasi

RAL 02.01  - Dalam negeri

RAL 02.02  - Keuangan

RAL 02.03  - Perencanaan pembangunan nasional

RAL 02.04  - Aparatur negara

RAL 02.05  - Kesekretariatan negara

RAL 02.06  - Dukungan operasional organisasi

RAL 02.07  - Akuntabilitas kinerja

RAL 02.08 - Organisasi dan tata kelola

RAL 02.09  - Data dan informasi pemerintah

REFERENSI ARSITEKTUR LAYANAN



RB.01.01 - Pertahanan

RB.01.02 - Urusan luar negeri

RB.02.01 - Industri

RB.02.02 - Perdagangan

RB.02.03 - Pertanian 

RB.02.04 - Perkebunan

RB.02.05 - Peternakan

RB.02.06 - Perikanan

RB.02.07 - Badan usaha milik negara

RB.02.08 - Investasi

RB.02.09 - Koperasi

RB.02.10 - Usaha kecil dan menengah

RB.02.11 - Pariwisata

RB.03.01 - Pekerjaan umum

RB.03.02 - Transmigrasi

RB.03.03 - Transportasi

RB.03.04 - Perumahan

RB.03.05 - pembangunan kawasan atau 

daerah tertinggal

RB.03.06 - Pertanahan

RB.03.07 - Kependudukan

RB.04.01 - Kesehatan

RB.04.02 - Sosial

RB.04.03 - Pemberdayaan perempuan

RB.05.01 - Hukum

RB.05.02 - Keamanan

RB.05.03 - Hak asasi manusia

RB.06.01 - Pendidikan

RB.06.02 - Ketenagakerjaan

RB.06.03 - Ilmu pengetahuan

RB.06.04 - Teknologi

RB.06.05 - Pemuda

RB.06.06 - Olahraga

RB.07.01 - Pertambangan

RB.07.02 - Energi

RB.07.03 - Kehutanan

RB.07.04 - Kelautan

RB.07.05 - Lingkungan hidup

RB.08.01 - Agama

RB.08.02 - Kebudayaan

RB.09.01 - Dalam negeri

RB.09.02 - Keuangan

RB.09.03 - Informasi

RB.09.04 - Komunikasi

RB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional

RB.09.06 - Aparatur negara

RB.09.07 - Kesekretariatan negara

RB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri

RB.02 - Ekonomi dan Industri

RB.03 - Pembangunan Kewilayahan

RB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan

RB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja

RB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RB.08 - Budaya dan Agama

RB.09 - Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

RL.01.01 - Pertahanan

RL.01.02 - Urusan luar negeri

RL.01.03 - Kenegaraan

RL.01.04 - Ekonomi

RL.01.05 - Industri

RL.01.06 - Perdagangan

RL.01.07 - Pertanian

RL.01.08 - Perkebunan

RL.01.09 - Peternakan

RL.01.10 - Perikanan

RL.01.11 - Badan usaha milik negara

RL.01.12 - Investasi

RL.01.13 - Koperasi

RL.01.14 - Usaha kecil dan menengah

RL.01.15 - Pariwisata

RL.01.16 - Perizinan dan akreditasi

RL.01.17 - Pekerjaan umum

RL.01.18 - Transmigrasi

RL.01.19 - Transportasi

RL.01.20 - Perumahan

RL.01.21 - Pembangunan kawasan 

atau daerah tertinggal

RL.01.22 - Pertanahan

RL.01.23 - Kependudukan

RL.01.24 - Pemerintah daerah

RL.01.25 - Kesehatan

RL.01.26 - Sosial

RL.01.27 - Pemberdayaan perempuan

RAL.01.28 - Hukum

RL.01.29 - Keamanan

RL.01.30 - Hak asasi manusia

RL.01.31 - Pendidikan

RL.01.32 - Ketenagakerjaan

RL.01.33 - Ilmu pengetahuan

RL.01.34 - Teknologi

RL.01.35 - Pemuda

RL.01.36 - Olahraga

RL.01.37 - Pertambangan

RL.01.38 - Energi

RL.01.39 - Kehutanan

RL.01.40 - Kelautan

RL.01.41 - Lingkungan hidup

RL.01.42 - Agama

RL.01.43 - Kebudayaan

RL.01.44 - Informasi

RL.01.45 - Komunikasi

RL.02.01 - Dalam negeri

RL.02.02 - Keuangan

RL.09.03 - Perencanaan pembangunan nasional

RL.09.04 - Aparatur negara

RL.09.05 - Kesekretariatan negara

RL.09.06 - Dukungan operasional organisasi

RL.09.07 - Akuntabilitas kinerja

RL.09.08 - Organisasi dan tata kelola

RL.09.09 - Data dan informasi pemerintah

RL.01 - Layanan Publik

RL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan

Area Layanan

Layanan Administrasi Pemerintahan

A. Dalam negeri
B. Keuangan

C. Perencanaan pembangunan nasional
D. Aparatur negara
E. Kesekretariatan negara
F. Dukungan operasional organisasi
G. Akuntabilitas kinerja

H. Organisasi dan tata kelola
I. Data dan informasi pemerintah

Layanan Publik

A. SPM (Government to Citizen/G2C)

1. Pekerjaan Umum
2. Perumahan
3. Kesehatan
4. Sosial
5. Keamanan
6. Pendidikan

B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B)
1. Perdagangan

2. Perindustrian
3. Investasi
4. Perizinan dan akreditasi

Tematik Layanan 
(Arah Kebijakan Arsitektur 
SPBE Nasional 2021-2025)

IDENTIFIKASI DAL TERHADAP RAL
03



Domain Layanan

SPBE 
Uraian/Deskripsi Kode RAL 

Pengelolaan

Kelembagaan dan Tata 

Laksana

Menyelenggarakan kegiatan

perumusan kebijakan serta

koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan di 

bidang kelembagaan dan 

ketatalaksanaan

pemerintahan

RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian

RAL.02.04.02 Pembinaan Jabatan

Fungsional

RAL.02.04.03 Pendidikan dan Pelatihan

Keahlian

RAL.02.04.04 Pendidikan dan Pelatihan

Kepemimpinan

RAL.02.04.05 Penetapan Akreditasi

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

RAL.02.04.06 Pengkajian

Manajemen ASN 

RAL.02.04.07 Tata Kelola dan Tata Laksana

Organisasi

RAL.02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

Untuk mendapatkan informasi terhadap seluruh
layanan yang ada dalam pembangunan di Indonesia,
IPPD diharapkan dapat menyusun dan menetapkan
seluruh layanan yang terdapat pada RPJMD/Renstra
dalam format seperti terlihat berikut :

CONTOH PEMETAAN DAL TERHADAP RAL
KEMENTERIAN PANRB



Domain Layanan SPBE Uraian / Deskripsi Kode RAL

Peningkatan upaya rehabilitasi

sosial

Penyelenggaraan urusan pemerintahanan

bidang sosial (Dinas Sosial)

RAL 01.26.03 Rehabilitasi Sosial

Perluasan lokasi strategis yang 

bersih dan bebas PMKS

RAL 01.26.04 Perizinan pendirian

panti sosial

Dst Dst Dst

CONTOH PEMETAAN DAL TERHADAP RAL
PEMPROV DKI JAKARTA



PENGISIAN METADATA 
ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

RB.01.01 - Pertahanan

RB.01.02 - Urusan luar negeri

RB.02.01 - Industri

RB.02.02 - Perdagangan

RB.02.03 - Pertanian 

RB.02.04 - Perkebunan

RB.02.05 - Peternakan

RB.02.06 - Perikanan

RB.02.07 - Badan usaha milik negara

RB.02.08 - Investasi

RB.02.09 - Koperasi

RB.02.10 - Usaha kecil dan menengah

RB.02.11 - Pariwisata

RB.03.01 - Pekerjaan umum

RB.03.02 - Transmigrasi

RB.03.03 - Transportasi

RB.03.04 - Perumahan

RB.03.05 - pembangunan kawasan atau 

daerah tertinggal

RB.03.06 - Pertanahan

RB.03.07 - Kependudukan

RB.04.01 - Kesehatan

RB.04.02 - Sosial

RB.04.03 - Pemberdayaan perempuan

RB.05.01 - Hukum

RB.05.02 - Keamanan

RB.05.03 - Hak asasi manusia

RB.06.01 - Pendidikan

RB.06.02 - Ketenagakerjaan

RB.06.03 - Ilmu pengetahuan

RB.06.04 - Teknologi

RB.06.05 - Pemuda

RB.06.06 - Olahraga

RB.07.01 - Pertambangan

RB.07.02 - Energi

RB.07.03 - Kehutanan

RB.07.04 - Kelautan

RB.07.05 - Lingkungan hidup

RB.08.01 - Agama

RB.08.02 - Kebudayaan

RB.09.01 - Dalam negeri

RB.09.02 - Keuangan

RB.09.03 - Informasi

RB.09.04 - Komunikasi

RB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional

RB.09.06 - Aparatur negara

RB.09.07 - Kesekretariatan negara

RB.01 - Pertahanan dan Luar Negeri

RB.02 - Ekonomi dan Industri

RB.03 - Pembangunan Kewilayahan

RB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RB.05 - Ketertiban Umum dan Keselamatan

RB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja

RB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RB.08 - Budaya dan Agama

RB.09 - Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

RL.01.01 - Pertahanan

RL.01.02 - Urusan luar negeri

RL.01.03 - Kenegaraan

RL.01.04 - Ekonomi

RL.01.05 - Industri

RL.01.06 - Perdagangan

RL.01.07 - Pertanian

RL.01.08 - Perkebunan

RL.01.09 - Peternakan

RL.01.10 - Perikanan

RL.01.11 - Badan usaha milik negara

RL.01.12 - Investasi

RL.01.13 - Koperasi

RL.01.14 - Usaha kecil dan menengah

RL.01.15 - Pariwisata

RL.01.16 - Perizinan dan akreditasi

RL.01.17 - Pekerjaan umum

RL.01.18 - Transmigrasi

RL.01.19 - Transportasi

RL.01.20 - Perumahan

RL.01.21 - Pembangunan kawasan 

atau daerah tertinggal

RL.01.22 - Pertanahan

RL.01.23 - Kependudukan

RL.01.24 - Pemerintah daerah

RL.01.25 - Kesehatan

RL.01.26 - Sosial

RL.01.27 - Pemberdayaan perempuan

RAL.01.28 - Hukum

RL.01.29 - Keamanan

RL.01.30 - Hak asasi manusia

RL.01.31 - Pendidikan

RL.01.32 - Ketenagakerjaan

RL.01.33 - Ilmu pengetahuan

RL.01.34 - Teknologi

RL.01.35 - Pemuda

RL.01.36 - Olahraga

RL.01.37 - Pertambangan

RL.01.38 - Energi

RL.01.39 - Kehutanan

RL.01.40 - Kelautan

RL.01.41 - Lingkungan hidup

RL.01.42 - Agama

RL.01.43 - Kebudayaan

RL.01.44 - Informasi

RL.01.45 - Komunikasi

RL.02.01 - Dalam negeri

RL.02.02 - Keuangan

RL.09.03 - Perencanaan pembangunan nasional

RL.09.04 - Aparatur negara

RL.09.05 - Kesekretariatan negara

RL.09.06 - Dukungan operasional organisasi

RL.09.07 - Akuntabilitas kinerja

RL.09.08 - Organisasi dan tata kelola

RL.09.09 - Data dan informasi pemerintah

RL.01 - Layanan Publik

RL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan

Area Layanan

Layanan Administrasi Pemerintahan

A. Dalam negeri
B. Keuangan

C. Perencanaan pembangunan nasional
D. Aparatur negara
E. Kesekretariatan negara
F. Dukungan operasional organisasi
G. Akuntabilitas kinerja

H. Organisasi dan tata kelola
I. Data dan informasi pemerintah

Layanan Publik

A. SPM (Government to Citizen/G2C)

1. Pekerjaan Umum
2. Perumahan
3. Kesehatan
4. Sosial
5. Keamanan
6. Pendidikan

B. Layanan Bisnis (Government to Business/G2B)
1. Perdagangan

2. Perindustrian
3. Investasi
4. Perizinan dan akreditasi

Tematik Layanan 
(Arah Kebijakan Arsitektur 
SPBE Nasional 2021-2025)

SPBE mengelompokan Layanan menjadi dua kelompok besar,

yaitu Layanan Publik (untuk G2C dan G2B) dan Layanan

Administrasi Pemerintahan (untuk G2E dan G2G).
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ID Nama Layanan Tujuan Layanan Fungsi Layanan
Model Referensi

Layanan

Unit 

Pelaksana

Kementerian/ 

Lembaga 

terkait

Urusan

Pemerintahan

Terkait

Target Layanan
Metode

Layanan
ID Metadata Terkait

02.06.01.01

Layanan pendukung 

keputusan perumusan 

kebijakan kelembagaan 

pemerintah

Menganalisis isu strategis dan 

melakukan kajian kebijakan

kelembagaan pemerintah

berdasarkan dukungan informasi

dari ragam media (text mining/ 

data mining/ web mining/ dll)

Merekomendasikan kebijakan

yang kolaboratif berdasarkan

kolaborasi pengetahuan

stakeholder dalam merumuskan

kebijakan kelembagaan

pemerintah (blackboard 

architectures/ problem-solving 

methods/ knowledge acquisition/ 

hybrid methods/ dll)

Deputi Bidang

Kelembagaan

dan Tata 

Laksana

Deputi II, 

As.Dep.I

Layanan

Administrasi

Pemerintahan

(RL-02)

Unit Kerja
Government to 

Government
PAN-01.01;

02.06.01.02

Layanan pendukung 

keputusan perumusan 

kebijakan tata laksana 

pemerintah

Menganalisis isu strategis dan 

melakukan kajian kebijakan tata 

laksana pemerintah berdasarkan

dukungan informasi dari ragam

media (text mining/ data mining/ 

web mining/ dll)

Merekomendasikan kebijakan

yang kolaboratif berdasarkan

kolaborasi pengetahuan

stakeholder dalam merumuskan

kebijakan tata laksana pemerintah

(blackboard architectures/ 

problem-solving methods/ 

knowledge acquisition/ hybrid 

methods/ dll)

Deputi Bidang

Kelembagaan

dan Tata 

Laksana

Deputi II, 

As.Dep.I dan II

Layanan

Administrasi

Pemerintahan

(RL-02)

Unit Kerja
Government to 

Government

PAN-01.02; Aplikasi baru

dan/ atau aplikasi legacy;

CONTOH METADATA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE
KEMENTERIAN PANRB



Probis terkait Nama Layanan
RAL Level 1 

Nasional
RAL Level 2

Usulan RAL 

Level 3

Usulan RAL 

Level 4
Instansi Nama Layanan Tujuan Layanan Fungsi Layanan

Model Referensi

Layanan
Unit Pelaksana

Kementerian/ 

Lembaga terkait

Konflik Sosial

Layanan

rehabilitasi

sosial

RAL.01 Layanan

Publik
RAL.01.26 

Sosial

RAL 

01.26.03 

Rehabilitasi

Sosial

Dinas Sosial
Layanan

rehabilitasi sosial
Dinas Sosial Kementerian Sosial

Layanan Izin 

Pendirian Panti 

Sosial 

RAL.01 Layanan

Publik RAL.01.26 

Sosial

RAL 

01.26.04 

Perizinan

pendirian

panti sosial

Dinas Sosial Layanan Izin 

Pendirian Panti 

Sosial 

Dinas Sosial Kementerian Sosial

Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst Dst

CONTOH METADATA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE
PEMPROV DKI JAKARTA



PEMETAAN TEMATIK
LAYANAN SPBE LINTAS INSTANSI
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Kategori Layanan Sub Kategori Layanan

Pemerintah Daerah

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung N

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama N

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama B

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung B

Pemerintah Pusat 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung N

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama N

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama B

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung B

Pemerintah Pusat 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Pendukung N

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 01

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama 02

RAL.xx.xx.01 – Kategori Layanan Utama N

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Utama B

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung A

RAL.xx.xx.xx.01 – Sub Kategori Layanan Pendukung B

RAL.01.01 - Pertahanan

RAL.01.02 - Hubungan luar negeri

RAL.01.03 - Kenegaraan

RAL.01.04 - Ekonomi

RAL.01.05 - Industri

RAL.01.06 - Perdagangan

RAL.01.07 - Pertanian

RAL.01.08 - Perkebunan

RAL.01.09 - Peternakan

RAL.01.10 - Perikanan

RAL.01.11 - Badan usaha milik negara

RAL.01.12 - Investasi

RAL.01.13 - Koperasi

RAL.01.14 - Usaha kecil dan menengah

RAL.01.15 - Pariwisata

RAL.01.16 - Perizinan dan akreditasi

RAL.01.17 - Pekerjaan umum

RAL.01.18 - Transmigrasi

RAL.01.19 - Transportasi

RAL.01.20 - Perumahan

RAL.01.21 - Pembangunan kawasan 

atau daerah tertinggal

RAL.01.22 - Pertanahan

RAL.01.23 - Kependudukan

RAL.01.24 - Pemerintahan daerah

RAL.01.25 - Kesehatan

RAL.01.26 - Sosial

RAL.01.27 - Pemberdayaan perempuan

RAL.01.28 - Hukum

RAL.01.29 - Keamanan

RAL.01.30 - Hak asasi manusia

RAL.01.31 - Pendidikan

RAL.01.32 - Ketenagakerjaan

RAL.01.33 - Ilmu pengetahuan dan teknologi

RAL.01.34 - Pemuda

RAL.01.35 - Olahraga

RAL.01.36 - Pertambangan

RAL.01.37 - Energi

RAL.01.38 - Kehutanan

RAL.01.39 - Kelautan

RAL.01.40 - Lingkungan hidup

RAL.01.41 - Agama

RAL.01.42 - Kebudayaan

RAL.01.43 - Informasi

RAL.01.44 - Komunikasi

RAL.02.01 - Dalam negeri

RAL.02.02 - Keuangan

RAL.09.03 - Perencanaan pembangunan nasional

RAL.09.04 - Aparatur negara

RAL.09.05 - Kesekretariatan negara

RAL.09.06 - Dukungan operasional organisasi

RAL.09.07 - Akuntabilitas kinerja

RAL.09.08 - Organisasi dan tata kelola

RAL.09.09 - Data dan informasi pemerintah

RAL.01 - Layanan Publik

RAL.02 - Layanan Administrasi Pemerintahan

Domain Layanan AreaLayanan

Tem
atik Layayan

G2C dan G2B

G2E dan G2G

PEMETAAN REFERENSI
ARSITEKTUR LAYANAN SPBE
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Domain 
Data dan 
Informasi



Referensi Arsitektur

Proses Bisnis

Referensi Arsitektur

Layanan

Referensi Arsitektur

Data dan Informasi

Referensi Arsitektur

Aplikasi

Referensi Arsitektur

Keamanan

Domain Arsitektur

Proses Bisnis

Domain Arsitektur

Data dan Informasi

Domain Arsitektur

Layanan

Domain Arsitektur

Aplikasi

Domain Arsitektur

Infrastruktur

Domain Arsitektur

Keamanan

Referensi Arsitektur

Infrastruktur

Identifikasi layanan digital terintegrasi Dukungan TIK Terintegrasi

This Photo by Unknown Author is licensed under 

CC BY-NC

POSISI DOMAIN DATA DAN INFORMASI
DALAM KERANGKA ARSITEKTUR SPBE

http://www.pngall.com/checklist-png/download/45668
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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Arsitektur Proses Bisnis

Arsitektur Data dan Informasi

Arsitektur Layanan SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur Keamanan SPBE

Metadata Proses Bisnis

Metadata Data dan Informasi

Metadata Layanan SPBE

Metadata Aplikasi SPBE

Metadata Infrastruktur SPBE

Metadata Keamanan SPBE

Attribut Metadata

Atribut Metadata

Atribut Metadata

Atribut Metadata

Attribut Metadata

Attribut Metadata

Metamodel 
Arsitektur SPBE
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Pemodelan
hubungan antar
subtansi

arsitektur yang 
diwakili oleh 
metadata 
dalam
arsitektur SPBE
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Pengelompokan Berdasarkan Referensi Arsitektur yang telah ditetapkan dalam Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE

Visi dan Misi 
Penyelenggaraan SPBE

• Peraturan dan 
perundang-undangan
• Kajian/referensi

teknologi TIK, dll

• RPJPN, RPJMN
• RPJMD/Renstra

• Katalog Data, Aset TIK
• Monitoring dan Evaluasi

• Audit TIK, dll

1

2

3

01KONSEP PENYUSUNAN
ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

01



CONTOH HASIL PEMETAAN
PROSES BISNIS



Sistem

Pengelolaan

Proses Bisnis

Pemerintahan

Customer dari

layanan yang 

dilakukan Kegiatan yang 

menjadi layanan

Indikasi awal

data dan 

informasi yang 

dibutuhkan

Penyedia

Layanan

PEMFOKUSAN PADA ASPEK LAYANAN



No Detail Proses pada Layanan Data atau Informasi yang Terlibat Klasifikasi Data

1 Pelaporan bisnis proses yang 

telah disusun kepada

KemenPAN-RB

• Nama instansi yang mengajukan bisnis proses;

• Regulasi sebagai referensi dasar penyusunan bisnis

proses;

• Nomor Regulasi;

• Judul Regulasi;

• Tahun Penerbitan Regulasi;

RAD.10 Data Pendukung

Umum - RAD.10.01 Data 

Kebijakan Pemerintah

2 Entry perubahan atau

penambahan bisnis proses 

(dapat berupa entry secara

online atau membaca file yang 

diupload sesuai dengan format 

dari Sistem Pengelolaan 

Proses Bisnis Pemerintahan)

• Nama tujuan pencapaian pembangunan nasional

• Nama program dalam Rencana Strategis

• Nama proses

• Nama unit kerja asal proses (supplier)

• Masukan (input) dari unit kerja asal proses (dapat berupa

dokumen maupun notifikasi atau hasil dari kegiatan

seblumnya)

• Nama unit kerja penerima (Customer)

RAD.09 Informasi Pemerintahan

Umum - RAD.09.05 Data 

perencanaan pembangunan

nasional

3 Validasi oleh KemenPAN-RB • Pengecekan terhadap keselarasan regulasi dan referensi

terkait dengan bisnis proses yang diajukan

• Hasil validasi (dan rekomendasi) terkait dengan bisnis

proses yang diajukan.

Administrasi pemerintahan

PEMETAAN DATA DAN INFORMASI
BERDASARKAN PEMETAAN PROSES BISNIS DAN LAYANAN



No. Nama Atribut Keterangan

1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata.

2 Nama Data Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja/perangkat daerah.

3 Uraian Data Merupakan penjelasan atau keterangan dari data, terutama

mengenai ciri khas dari data tersebut.

4 Tujuan Data Merupakan penjelasan tujuan dari pemanfaatan data.

5 Kode Model 

Referensi Data

Merupakan pilihan kode model referensi data yang sesuai dengan 

data yang dipilih.

6 Sifat Data Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan konten data.

7 Jenis Data Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya.

8 Validitas Data Merupakan tanggal berlakunya data.

9 Penanggung Jawab Merupakan penanggung jawab dari data.

10 Interoperabilitas Merupakan penjelasan apakah terdapat interoperabilitas data 

dengan data yang lain.

11 ID Metadata Terkait Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait.

ATRIBUT METADATA
DATA DAN INFORMASI SPBE



No. Nama Atribut Keterangan

1 ID

2 Nama Data Data Unit Kerja yang Terlibat dalam Bisnis Proses

3 Uraian Data Nama-nama unit kerja yang terlibat dalam proses bisnis, Eselonisasi unit 

kerja

4 Tujuan Data Identifikasi unit kerja yang terlibat dalam proses bisnis yang diajukan

5 Kode Model Referensi 

Data

6 Sifat Data

7 Jenis Data

8 Validitas Data

9 Penanggung Jawab

10 Interoperabilitas

11 ID Metadata Terkait

CONTOH PENGISIAN ATRIBUT METADATA
DATA DAN INFORMASI SPBE



No. Domain Data dan Informasi Atribut 01 Atribut 02 Atribut … Atribut n

1. Data A; ……….. ……….. ……….. ………..

2. Data B; ……….. ……….. ……….. ………..

3. Data C ……….. ……….. ……….. ………..

dst. dst……. ……….. ……….. ……….. ………..

CONTOH PENGISIAN ATRIBUT METADATA
DATA DAN INFORMASI SPBE



Taksonomi Referensi

Struktur Referensi

RAD.01.01 - Data Pertahanan

RAB.01.02 - Data Urusan luar negeri

RAD.02.01 - Data Industri

RAD.02.02 - Data Perdagangan

RAD.02.03 - Data Pertanian 

RAD.02.04 - Data Perkebunan

RAD.02.05 - Data Peternakan

RAD.02.06 - Data Perikanan

RAD.02.07 - Data Badan usaha milik negara

RAD.02.08 - Data Investasi

RAD.02.09 - Data Koperasi

RAD.02.10 - Data Usaha kecil dan menengah

RAD.02.11 - Data Pariwisata

RAD.03.01 - Data Pekerjaan umum

RAD.03.02 - Data Transmigrasi

RAD.03.03 - Data Transportasi

RAD.03.04 - Data Perumahan

RAD.03.05 - Data pembangunan kawasan atau 

daerah tertinggal

RAD.03.06 - Data Pertanahan

RAD.03.07 - Data Kependudukan

RAD.04.01 - Data Kesehatan

RAD.04.02 - Data Sosial

RAD.04.03 - Data Pemberdayaan perempuan

RAD.05.01 - Data Hukum

RAD.05.02 - Data Keamanan

RAD.05.03 - Data Hak asasi manusia

RAD.06.01 - Data Pendidikan

RAD.06.02 - Data Ketenagakerjaan

RAD.06.03 - Data Ilmu pengetahuan

RAD.06.04 - Data Teknologi

RAD.06.05 - Data Pemuda

RAD.06.06 - Data Olahraga

RAD.07.01 - Data Pertambangan

RAD.07.02 - Data Energi

RAD.07.03 - Data Kehutanan

RAD.07.04 - Data Kelautan

RAD.07.05 - Data Lingkungan hidup

RAD.08.01 - Data Agama

RAD.08.02 - Data Kebudayaan

RAD.09.01 - Data Dalam negeri

RAD.09.02 - Data Keuangan

RAD.09.03 - Data Informasi

RAD.09.04 - Data Komunikasi

RAD.09.05 - Data Perencanaan

pembangunan nasional

RAD.09.06 - Data Aparatur negara

RAD.09.07 - Data Kesekretariatan negara

RAD.01 - Informasi Pertahanan dan Luar Negeri

RAD.02 - Informasi Ekonomi dan Industri

RAD.03 - Informasi Pembangunan Kewilayahan

RAD.04 - Informasi Perlindungan Sosial

dan Kesehatan

RAD.05 - Informasi Ketertiban Umum

dan Keselamatan

RAD.06 - Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAD.07 - Informasi Lingkungan dan

Sumber Daya Alam

RAD.08 - Informasi Budaya dan Agama

RAD.09 - Informasi Pemerintahan Umum

Sektor Pemerintahan Urusan Pemerintahan

RAD.10.01 - Data Kebijakan Pemerintah

RAD.10.02 - Data Manajemen Kegiatan

RAD.10.03 - Data Kewilayahan

RAD.10.04 - Data Dukung Lainnya

RAD.10 - Data Pendukung Umum

Tata Kelola SPBE

M anajemen SPBE

Dom ain Keam anan SPBE

Dom ain 
Aplikasi 

SPBE

Dom ain Layanan SPBE

Tujuan dan Sasaran SPBE

Visi dan M isi SPBE

Arsitektur SPBE

Dom ain 
Infrastruktur SPBE

Dom ain Data dan 
Inform asi

Dom ain Proses 
Bisnis

Struktur Arsitektur Data dan Informasi

Tingkat 1 (Data Pokok)

Tingkat 2 (Data Tematik)

Tingkat 3 (Data Topik)

Tingkat 4 (Data Sub Topik)

SPBE Nasional

SPBE Instansi Pusat
SPBE Pemerintah Daerah

REFERENSI ARSITEKTUR 
DATA DAN INFORMASI



Fungsi Pemerintahan Sub Fungsi Pemerintahan

Pemerintah Daerah

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung N

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama N

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama B

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung B

Pemerintah Pusat 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung N

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama N

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama B

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung B

Pemerintah Pusat 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Pendukung N

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 01

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama 02

RAB.xx.xx.01 – Fungsi Utama N

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Utama B

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung A

RAB.xx.xx.xx.01 – Sub Fungsi Pendukung B

Pem
b

in
aan

Koordinasi
Pem

b
in

aan

Pem
binaan

Koordinasi

Data Topik Data Sub Topik

Pemerintah Daerah

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Pendukung 01

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Pendukung 02

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Pendukung N

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Utama 01

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Utama 02

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Utama N

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Utama A

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Utama B

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Pendukung A

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Pendukung B

Pemerintah Pusat 02

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Pendukung 01

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Pendukung 02

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Pendukung N

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Utama 01

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Utama 02

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Utama N

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Utama A

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Utama B

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Pendukung A

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Pendukung B

Pemerintah Pusat 01

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Pendukung 01

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Pendukung 02

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Pendukung N

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Utama 01

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Utama 02

RAD.xx.xx.01 – Data Topik Utama N

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Utama A

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Utama B

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Pendukung A

RAD.xx.xx.xx.01 – Data Sub Topik Pendukung B

Data dan Informasi 
yang dihasilkan 

dan/atau diperlukan 
oleh proses bisnis

Arsitektur Proses Bisnis pada IPPD Arsitektur Data dan Informasi pada IPPD

ILUSTRASI PENERAPAN REFERENSI ARSITEKTUR
PROSES BISNIS RELASI DATA DAN INFORMASI SPBE



RAD.10 Data Pendukung Umum

RAD.10.01 Data Kebijakan 

Pemerintah

Unit Kerja yang Terlibat dalam

Bisnis Proses

RAL.02 Layanan Administrasi

Pemerintahan

RAL.02.08 Organisasi dan 

Tata Kelola

Layanan Pengelolaan Proses 

Bisnis

RAB.09 Pemerintahan Umum

RAB.09.06 aparatur negara

Pengelolaan Tata Laksana

RAD.10 Data Pendukung Umum

RAD.10.01 Data Kebijakan 

Pemerintah

Input, Proses dan Output  dari

Bisnis Proses

RAD.10 Data Pendukung Umum

RAD.10.01 Data Kebijakan 

Pemerintah

Detail Peraturan sebagai Referensi

Bisnis Proses

DATA

LAYANANPROSES BISNIS

RAD.09 Informasi Pemerintahan

Umum

RAD.09.05 Data perencanaan

pembangunan nasional

Keterkaitan dengan Program 

Prioritas Nasional

APLIKASI

ILUSTRASI PENERAPAN 
REFERENSI ARSITEKTUR

LAYANAN - DATA



TERIMA 
KASIH


